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ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The difference in the standard unit price given by the PUPR
Office of Mahakam Ulu Regency and Long Bagun District in submitting a work plan to
Bappelitbangda, delays in submitting the initial draft of the work plan of the Mahakam Ulu Regency
PUPR Office to Bappelitbangda Mahakam Ulu Regency, until the late review given by the competent
leadership on budget preparation became problems in the budgeting process for handling slums in
Ujoh Bilang Village, good synergy is needed between Bappelitbangda and BPKAD in budgeting for
the handling of slums in Ujoh Bilang Village, Mahakam Ulu Regency. Purpose: For this reason, this
study aims to identify and analyze the synergy between Bappelitbangda and BPKAD in Budgeting for
the Handling of Slums in Ujoh Bilang Village, the obstacles that occur to the efforts made in
overcoming the obstacles of Bappelitbangda and BPKAD in Budgeting for the Handling of Slums in
Ujoh Bilang Village. Method: This research uses a qualitative type of research, with a descriptive
method, as well as an inductive approach. The problems in this study were analyzed using the Synergy
theory from Najiyati et al (2011) which includes communication and coordination and is supported
by the Minister of Home Affairs Regulation Number 27 of 2021 concerning Guidelines for the
Preparation of the 2022 Regional Budget. Result: The results showed that the synergy between
Bappelitbangda and BPKAD in Budgeting for the Handling of Slums in Ujoh Bilang Village,
Mahakam Ulu Regency was running properly and in accordance with the provisions, as seen from
the good collaboration and mutual support of the parties involved in the budgeting for the handling
of slums in Ujoh Bilang Village so that it is able to produce output in the form of the Mahakam Ulu
District Budget in 2022. Conclusion: Mahakam Ulu District Budget in 2022 includes proposals for
drainage development and the procurement of garbage bins in the slum area of Ujoh Bilang Village.
The obstacles faced are (1) the existence of miscommunication; (2) Incomplete supporting data.
Efforts are being made, namely (1) communicating and coordinating; (2) Carry out the fulfillment of
supporting data. Suggestions in this study are: (1) The need for increased coordination between
agencies related to budgeting for the handling of slum settlements in Ujoh Bilang Village; (2) The
need for periodic supervision and inspection related to the calculation and payment of the budget; (3)
It is necessary to increase the availability of telecommunication services in Mahakam Ulu Regency.
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ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Perbedaan standar satuan harga yang diberikan Dinas PUPR
Kabupaten Mahakam Ulu dan Kecamatan Long Bagun dalam penyampaian rencana kerja kepada
Bappelitbangda, keterlambatan penyampaian rancangan awal rencana kerja Dinas PUPR Kabupaten
Mahakam Ulu kepada Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu, hingga terlambatnya review yang
diberikan pimpinan berwenang terhadap penyusunan anggaran menjadi permasalahan dalam proses
penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang, diperlukan sinergitas yang
baik antara Bappelitbangda dengan BPKAD dalam penganggaran penanganan permukiman kumuh di
Kampung Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu. Tujuan: Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan menganalisis sinergitas Bappelitbangda dengan BPKAD dalam Penganggaran
Penanganan Permukiman Kumuh di Kampung Ujoh Bilang, hambatan yang terjadi hingga upaya yang
dilakukan dalam mengatasi hambatan Bappelitbangda dengan BPKAD dalam Penganggaran
Penanganan Permukiman Kumuh di Kampung Ujoh Bilang. Metode: Penelitian ini menggunakan
jenis penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif, serta dengan pendekatan induktif. Permasalahan
dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori Sinergitas dari Najiyati dkk (2011) yang
meliputi komunikasi dan koordinasi dan didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022. Hasil/Temuan: Hasil penelitian
menunjukan bahwa Sinergitas Bappelitbangda dengan BPKAD dalam Penganggaran Penanggaran
Penanganan Permukiman Kumuh di Kampung Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu berjalan dengan
wajar dan sesuai dengan ketentuan, terlihat dari adanya kolaborasi yang baik dan saling mendukung
dari pihak-pihak yang terlibat dalam penanggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh
Bilang sehinga mampu menghasilkan output berupa APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022.
Kesimpulan: APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 memuat usulan pembangunan drainase
dan pengadaan tempat sampah di kawasan permukiman kumuh Kampung Ujoh Bilang. Hambatan
yang dihadapi yaitu (1) Adanya miskomunikasi; (2) Ketidaklengkapan data dukung. Upaya yang
dilakukan yaitu (1) Melakukan komunikasi dan koordinasi; (2) Melakukan pemenuhan data dukung.
Saran dalam penelitian ini yaitu: (1) Perlunya peningkatan koordinasi antar instansi terkait
penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang; (2) Perlunya pengawasan
dan pemeriksaan secara berkala terkait penghitungan dan pembayaran anggaran; (3) Perlunya
peningkatan ketersediaan layanan telekomunikasi di Kabupaten Mahakam Ulu.

Kata Kunci : Sinergitas, Penyusunan Penganggaran, Permukiman Kumuh

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persoalan yang muncul kemudian dalam penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung
Ujoh Bilang yaitu mengenai respon Organisasi Perangkat Daerah terhadap Keputusan Bupati
Mahakam Ulu Nomor: 050.136.146/K.63/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan
Kumuh, dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mahakam Ulu dalam hal penyampaian usulan
rencana kerja kepada Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu mengalami keterlambatan, padahal
dalam Surat Edaran Nomor: 050/0253/Bappelitbangda/l/2021 tentang Pedoman Penyusunan
mengenai Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, poin 3 yang diedarkan oleh
Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu kepada seluruh Organisasi Perangkat Kerja di Kabupaten
Mahakam Ulu jelas menyebutkan bahwa “Rancangan Awal Renja tersebut untuk dapat disampaikan
kepada Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu dalam bentuk soft copy dan print out yang telah



ditandatangani oleh masing-masing Kepala Dinas Paling lambat minggu ketiga bulan Januari”. Dalam
hal ini, Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (Dinas
PUPR) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) sebagai pelaksana teknis Keputusan Bupati Mahulu
Nomor: 050.136.146/K.63/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh, dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten Mahakam Ulu baru menyampaikan Rancangan Awal Rencana
Kerja pada bulan April 2021.

Selanjutnya, terdapat perbedaan standar satuan harga dalam pengajuan anggaran yang diberikan
Kecamatan Long Bagun pada saat musyawarah rencana pembangunan dengan standar satuan harga
yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan
Permukiman (Dinas PUPR) Kabupaten Mahakam Ulu pada saat penyampaian Rencana Kerja kepada
Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu Mahulu.

Selain itu, tingginya mobilitas pimpinan yang berwenang dalam proses review dan persetujuan
anggaran mengakibatkan terlambatnya review anggaran itu sendiri dan berdampak pada tahapan
penganggaran selanjutnya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Sinergitas antar organisasi perangkat daerah sangat dibutuhkan dalam penganggaran penanganan

permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang, kususnya sinergitas antara Bappelitbangda dengan

BPKAD. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022, terdapat 13 teknis penyusunan APBD. Dalam teknis penyusunan APBD di

atas melibatkan Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu dan BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu

dalam prosesnya. Khususnya dalam hal berikut ini :

a. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS

b. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD

c. Penyampaian berkas Raperda APBD dan Raperkada APBD untuk dievaluasi

d. Penyusunan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD terhadap evaluasi

e. Penyampaian berkas keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD kepada Gubernur

f. Penerbitan SK Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi

Pentingnya penganggaran untuk penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang
bertujuan untuk pendanaan mengenai minimnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan
fasilitas umum agar dapat teratasi. Permasalahan dalam proses penganggaran penanganan
permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang yaitu terjadi keterlambatan pada penyusunan di
beberapa tahapannya sehingga mempengaruhi tahapan penganggaran lainnya, belum lagi
kurangnya pegawai di Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu mengakibatkan
beberapa tanggungjawab pada tahapan penganggaran yang harusnya dikoordinir BPKAD
Kabupaten Mahakam Ulu justru dikoordinir oleh Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu.
Dalam hal inilah diperlukan kerjasama yang baik diantara kedua badan tersebut demi mewujudkan
penganggaran penanganan permukiman kumuh yang ideal, yaitu penganggaran yang mencakup
kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh agar menjadi
permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.



1.3.  Penelitian Terdahulu

Dalam jurnal Akbar Pandu Dwinugraha (2017), diperlukannya sinergitas di antar aktor kepentingan
agar dapat terbangun semakin baik dengan meningkatkan aspek partisipatif dalam melakukan
koordinasi dengan aktor kepentingan lainnya (Dwinugraha 2017). Selanjutnya, dalam penelitian
Zulfikar (2014), langkah operasional yang harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif
yaitu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Zulfikar 2014). Dari
penjelasan-penjelasan tersebut dan dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi pada penganggaran
penanganan permukiman kumuh, maka akan lebih baik jika Bappelitbangda dengan BPKAD memiliki
koordinasi yang baik dalam penyusunan anggaran penanganan permukiman kumuh dengan mengikuti
ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, Hendra Butar Butar (Butar 2020), Sinergitas Antar Stakeholder
dalam Pengembangan Desa Mandiri di Desa Buntu Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan,
menunjukan bahwa hubungan timbal balik, komunikasi efektif, rasa kepercayaan, serta kreativitas
dengan reward dalam program-program pembangunan merupakan hal-hal yang terjadi dalam
sinergitas. Faktor pendukung dalam pengembangan desa antar stakeholder adalah sumber daya
masyarakat desa yang telah memadai dalam melaksanakan program pembangunan, adanya kesadaran
kolektif masyarakat. Sedangkan untuk hambatan, adanya sikap egois masyarakat dan dalam hal
menjaga lingkungan, masyarakat masih memiliki perilaku tidak berkelanjutan.

1.4. Pernyataan Kebaruan limiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana
konteks penelitian yang dilakukan yakni peneliti mengambil fokus penganggaran dengan
menggunakan teori Sinergitas dari Najiyati, dkk (2011) dalam mengkaji Sinergitas Bappelitbangda
Dengan BPKAD dalam Penganggaran Permukiman Kumuh di Kampung Ujoh Bilang Kabupaten
Mahakam Ulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu khususnya dengan penelitian
yang dilakukan oleh Akbar Pandu Dwinugraha (2017) yaitu mengenai aktor kepentingan dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa, selanjutnya perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hendra
Butar Butar (2020) memusatkan perhatian pada pengembangan desa mandiri dengan teori Jaringan
sosial. Demikian halnya dengan penelitian Zulfikar (2014) yaitu mengenai penyusunan anggaran pada
Bappeda.

1.5.  Tujuan.
Tujuan dari penelitian dengan judul Sinergitas Bappelitbnagda dan BPKAD dalam Penganggaran
Penanganan Permukiman Kumuh di Kampung Ujoh Bilang, yaitu :

a. Untuk mengetahui dan menganalisis Sinergitas Bappelitbangda dengan BPKAD dalam
Penganggaran Penanganan Permukiman Kumuh di Kampung Ujoh Bilang.

b. Untuk mengetahui hambatan Bappelitbangda dengan BPKAD dalam Penganggaran Penanganan
Permukiman Kumuh di Kampung Ujoh Bilang.

c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Bappelitbangda dengan BPKAD dalam Penganggaran
Penanganan Permukiman Kumuh di Kampung Ujoh Bilang.



Il. METODE

Penelitian ini adalah peneliltian kualitatif, dengan metode deskriptif, dan juga menggunakan
pendekatan induktif, ini untuk memperoleh pemahaman dari khusus ke umum, sesuai dengan keadaan
yang sebenarnya terjadi, dan juga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari hasil
wawancara maupun interpretasi dari dokumen-dokumen yang dicari (Meolong, 2007).

Dalam penelitian ini terdapat 11 informan, seperti yang termuat dalam gambar warna hijau. ada
Kepala Bappelitbangda Kab. Mahakam Ulu, Kepala BPKAD, Kepala Bidang Sarana Prasarana
Wilayah Bappelitbangda, Kepala Bidang Anggaran BPKAD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Badan
Lingkungan Hidup, Camat Long Bagun, Kepala Kampung Ujoh Bilang, dan 4 orang Masyarakat
Kampung Ujoh Bilang. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini berdasarkan
siapa yang paling menguasai permasalahan. Untuk itu saya menggunakan teknik purposive sampling
dan juga snowball sampling.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi,
wawancara dalam hal ini adalah wawancara semiterstruktur karena pertanyaan-pertanyaannya sudah
disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, namun juga masih bisa dikembangkan
sesuai dengan kebutuhan data, agar informasi yang didapatkan sesuai dengan lingkup penelitian
(Esterberg, 2002). Dalam wawancara ini, yang dipertanyakan kepada informan, yaitu mengenai
kondisi pelaksanaan penganggaran sejak tahap awal hingga ditetapkan sebagai APBD, dan juga
kendala yang dihadapi serta upaya dalam mengatasi kendala. Sedangkan untuk dokumentasi, data
yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang relevan tentunya, seperti
Jadwal dan Tahapan Penganggaran, Data Hasil Penyusunan Anggaran, Berkas Evaluasi, juga SK
Penerbitan APBD.

Penelitia ini dianalisis dengan teknik analisis data oleh Neuman (2014), terdapat tiga tahapan yaitu
Data Reduction, Data Display, and Conclusion Drawing. Dimulai dari reduksi data dengan cara
mengumpulkan semua data-data mentah yang akan diubah menjadi lebih sederhana agar lebih mudah
dikelola, dilanjutkan dengan penyajian data, yaitu data-data yang telah direduksi tadi disusun secara
sistematis, sehingga lebih mudah dipahami pola hubungan data satu dengan data yang lain, kemudian
diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang merupakan inti dari jawaban atas permasalahan
penelitian ini.

1. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis sinergitas Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam penganggaran penanganan
permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu melalui 2 (dua) perspektif,
yaitu perspektif teoritis menggunakan teori sinergitas dari Najiyati, dkk (20112) yang menyatakan
bahwa sinergitas sebagai kombinasi atau paduan dari elemen atau komponen, sinergi dapat
menghasilkan output atau output yang lebih baik dan lebih besar, meliputi komunikasi dan koordinasi.
Serta perspektif legalistik yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022, yang secara teknis dalam konteks sinergitas Bappelitbangda Kabupaten
Mahakam Ulu dan BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu dalam penganggaran penanganan permukiman
kumuh di Kampung Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu mencakup hal-hal berikut ini:
a. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS
b. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD
c. Penyampaian berkas Raperda APBD dan Raperkada APBD untuk dievaluasi



d. Penyusunan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD terhadap evaluasi

e. Penyampaian berkas keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD kepada Gubernur

f.  Penerbitan SK Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi

3.1. Perspektif Teoritis

Sinergitas Bappelitbangda dengan BPKAD dalam penganggaran penanganan permukiman kumuh di
Kampung Ujoh Bilang dalam perspektif teoritis terbangun dari komunikasi dan koordinasi,
komunikasi dan koordinasi yang terjadi dalam penganggaran penanganan permukiman kumuh di
Kampung Ujoh Bilang diawali dari usulan-usulan yang masuk dalam musrenbang yang dilakukan
secara berjenjang dimulai dari tingkat kampung, kecamatan, hingga kabupaten. Pengakomodiran
usulan masyarakat dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah serta
arah kebijakan umum yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu dan dilaksanakan dengan konsistensi,
penyesuaian yang baik dalam mencapai tujuan yaitu realisasi pembangunan drainase dan pengadaan
tempat sampah di kawasan permukiman kumuh Kampung Ujoh Bilang.

3.2. Perspektif Legallistik

Dari perspektif legalistik menunjukan bahwa sinergitas Bappelitbangda dengan BPKAD dalam

penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang sudah melewati tahapan

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana hasil yang menunjukan bahwa,
sebagai berikut :

a. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS yang berkaitan dengan penganggaran penanganan
permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang memiliki kesesuaian dengan dokumen RKPD
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022

b. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD serta penyusunan rancangan perda tentang APBD
sudah sesuai dengan KUA dan PPAS

c. Penyampaian berkas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala
daerah tentang APBD untuk dievaluasi tersampaikan secara tepat waktu pada tanggal 29
November 2021

d. Penyusunan penyesuaian rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan
kepala daerah tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan hasil evaluasi

e. Penyampaian berkas keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan perda APBD
kepada gubernur disampaikan secara tepat waktu

f.  SK penetapan peraturan daerah tentang APBD dan perkada tentang penjabaran APBD diterbitkan
tepat waktu dan memiliki kesesuaian dengan RAPBD

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sinergitas Bappelitbangda dengan BPKAD dalam penganggaran penanganan permukiman kumuh di
Kampung Ujoh Bilang menunjukan adanya komunikasi dan koordinasi yang dibangun antara
Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu dan BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu serta dengan OPD
yang terlibat dalam penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dalam konteks komunikasi menunjukan bahwa masih
minimnya komunikasi yang dilakukan secara informal mengenai penganggaran penanganan
permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang, hal tersebut ditandai dengan interaksi yang terjadi
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dalam lingkup masyarakat dengan kepala kampung maupun Camat Long Bagun yang secara umum
memang terjalin, namun dalam konteks yang berkaitan dengan penganggaran penanganan
permukiman kumuh masih belum terjadi. Sedangkan dalam konteks komunikasi formal yang terjadi
dalam penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang dilakukan secara
berjenjang dimulai dari musrenbang tingkat kampung, kecamatan, hingga kabupaten. Adapun,
komunikasi secara formal lebih nyata terjadi dibanding dengan komunikasi secara informal, hal ini
ditunjukan dengan interaksi yang terjadi di lingkup masyarakat dengan kepala kampung serta
partisipasi masyarakat dalam musrenbang, dengan partisipasi masyarakat tersebut maka
penampungan aspirasi masyarakat dilakukan secara bottom up. Partisipasi masyarakat dalam
menyampaikan suaranya menjadi hal yang cukup penting sebagai informasi dan data awal dalam
mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kawasan permukiman kumuh di Kampung Ujoh
Bilang, dengan itu Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bappelitbangda dengan BPKAD serta OPD
terkait penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang dapat mengetahui
serta membuat perencanaan yang baik khususnya mengenai usulan yang masuk dalam tataran
komunikasi seperti pembangunan drainase dan pengadaan tempat sampah di kawasan permukiman
kumuh di Kampung Ujoh Bilang. Dengan komunikasi dan koordinasi yang terjadi antara
Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu dan BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu maka
penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang dapat disusun sesuai dengan
prosedur sebagaimana mestinya sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, mulai dari penyusunan
anggaran, penyampaian anggaran, penyesuaian ulang, hingga penetapannya sebagai APBD,
menunjukan bahwa adanya kesesuaian dan keselararasan dengan data yang diinput.

I. KESIMPULAN

Sinergitas Bappelitbangda dengan BPKAD dalam Penganggaran Penanggaran Penanganan
Permukiman Kumuh di Kampung Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu berjalan dengan wajar dan
sesuai dengan ketentuan, terlihat dari adanya kolaborasi yang baik dan saling mendukung dari pihak-
pihak yang terlibat dalam penanggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang
sehinga mampu menghasilkan output berupa APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 yang
memuat usulan pembangunan drainase dan pengadaan tempat sampah di kawasan permukiman
kumuh Kampung Ujoh Bilang.

Hambatan yang dihadapi Bappelitbangda dengan BPKAD dalam Penganggaran Penanganan

Permukiman Kumuh di Kampung Ujoh Bilang yaitu:

1) Banyaknya usulan yang masuk dalam perencanaan yang tidak semua terakomodir

2) Sinyal telekomunikasi yang kurang baik pada saat rapat pembahasan penganggaran penanganan
permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang secara daring

3) Terjadinya keterlambatan penyampaian rancangan awal rencana kerja Dinas PUPR Kabupaten
Mahakam Ulu

4) Adanya inkonsistensi dari masyarakat terkait pembebasan lahan ganti rugi untuk pembangunan
drainase di kawasan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang

5) Padatnya jadwal dan mobilitas pimpinan yang memiliki wewenang dalam memberikan tanggapan
hasil penyusunan anggaran

6) Adanya pembangunan rumah warga yang telah dibangun lebih dulu mengakibatkan perencanaan
pembangunan drainase yang mau dibangun membutuh effort yang lebih dalam hal design
perencanaan hingga pendekatan kepada masyarakat



7) Indikator program yang belum secara lengkap dirincikan oleh Dinas PUPR selaku pelaksana
teknis pembangunan drainase di Kampung Ujoh Bilang

8) Perbedaan standar satuan harga yang disampaikan Dinas PUPR Kabupaten Mahakam Ulu dan
Kecamatan Long Bagun

9) Adanya mandatory spending yang harus dipenuhi dalam penganggaran secara keseluruhan

Upaya yang dilakukan Bappelitbangda dengan BPKAD untuk mengatasi hambatan dalam

Penganggaran Penanganan Permukiman Kumuh di Kampung Ujoh Bilang yaitu:

1) Memilah dan memilih isu kebijakan secara fokus dengan mengacu pada kebijakan umum serta
prioritas pemerintah daerah dengan melihat urgensi dari kampung-kampung yang ada di
Kabupaten Mahakam Ulu

2) Menyediakan sumber daya manusia yang ahli dalam mengoperasikan teknologi dalam menunjang
pertemuan secara online

3) Mendorong dinas teknis untuk segara mungkin menyempurnakan data yang ada di ketentuan
terkait penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang

4) Membagi tugas secara adil dan melakukan penyusunan anggaran dengan fokus

5) Membuat desain penataan drainase yang disesuaikan dengan topografi di kawasan permukiman
kumuh di Kampung Ujoh Bilang

6) Melakukan pendekatan retorika kearifan lokal untuk meyakinkan dan memberikan pengertian
kepada masyarakat mengenai pembebasan lahan ganti rugi untuk pembangunan drainase di
kawasan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang

7) Melakukan penyesuaian kembali saat perubahan RKPD, mengenai indikator-indikator kegiatan
khususnya yang berkaitan dengan penanganan permukiman kumuh

8) Melakukan persamaan persepsi dan melakukan penyelarasan kembali terkait data-data yang belum
sinkron untuk dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan kesepakatan menyesuaikan dengan
standar HSBGN dengan tetap melihat harga terbaru di lapangan.

9) Menyelaraskan kembali dan mendahulukan penyusunan anggaran yang memenuhi mandatory
spending dengan mencari peluang mendorong ke APBN maupun bantuan keuangan dari provinsi

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan khususnya pada bagian informan,
alangkah baiknya apabila juga dilakukan wawancara dengan pihak legislatif yang turut serta
mempunyai andil dalam penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang,
sehingga hasil penelitian dapat dilihat dari lebih banyak persepektif.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai

Sinergitas Bappelitbangda dengan BPKAD dalam penganggaran penanganan permukiman kumuh di

Kampung Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu, berikut ini merupakan beberapa hal yang perlu

diperhatikan untuk arah ke depan, yaitu agar dengan adanya sinergitas yang baik oleh Bappelitbangda

dan BPKAD maka penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang juga
dapat mewujudkan permukiman yag layak huni, produktif dan berkelanjutan. Khususnya dalam hal-
hal berikut ini:

a. Untuk selurun OPD yang terlibat dalam penganggaran penanganan permukiman kumuh di
Kampung Ujoh Bilang, koordinasi antar instansi terkait penganggaran penanganan permukiman
kumuh di Kampung Ujoh Bilang hendaknya terus ditingkatkan, khususnya mengenai
pengakomodiran data dukung terkait permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang yang hendak
dianggarkan.

b. Untuk Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu dan BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu,
pemeriksaan secara berkala terkait penghitungan dan pembayaran anggaran harus terus diawasi
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agar anggaran yang telah dibuat memiliki kesesuaian dan tidak adanya keterlambatan
pembayaran maupun hutang, hal ini juga sebagai langkah meminimalisir kekeliruan dimasa yang
akan datang.

c. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, perlunya peningkatan ketersediaan layanan
telekomunikasi di Kabupaten Mahakam Ulu, khususnya di era digitalisasi sekaligus masa
pandemi COVID-19 seperti saat ini yang mengharuskan koordinasi dan komunikasi tidak harus
melalui tatap muka secara langsung melainkan dapat melalui jalur online yang membutuhkan
koneksi internet yang baik
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Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kabupaten Mahaakam Ulu khususnya Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, serta pihak Kecamatan Long Bagun
dan juga Kampung Ujoh Bilang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan
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